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Infrastruktur Dasar Cukup,
Kini Fokus Usaha Produktif

BANDA ACEH, KOMPAS — Pemba-
ngunan infrastruktur dasar per-
desaan, seperti saluran air dan
jalan rabat beton, mengguna-
kan dana desa lima tahun ter-
akhir dinilai sudah memadai.
Kini, saatnya aparat desa fokus
merintis usaha produktif meli-
batkan warga dipayungi badan
usaha milik desa (BUMDes).
Usaha produktif akan mencip-
takan aktivitas ekonomi sehing-
ga menciptakan lapangan kerja
dan konsumsi rumah tangga
warga desa pun meningkat.

Direktur Pemberdayaan Ma-
syarakat Desa Kementerian De-
sa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi Moch
Fachri menuturkan, pemerin-
tah provinsi hingga aparatur de-
sa harus kreatif dan serius me-
ngelola dana desa agar warga
sejahtera. ”Utamakan peme-
nuhan kebutuhan dasar dan do-
rong aktivitas ekonomi. Mulai
2020 hingga 2024, sudah saat-
nya dana desa diarahkan pada
pemberdayaan  masyarakat,”
ujar Fachri seusai rapat kerja
pengelolaan dana desa yang di-
ikuti 1.500 kepala desa se-Aceh,
Selasa (18/2/2020), di Banda
Aceh.

Sejak 2015 hingga 2020, total
alokasi dana desa 74.945 desa di
Indonesia mencapai Rp 329,65
triliun. Selama lima tahun pula,
dana desa yang tersedot pemba-
ngunan infrastruktur fisik men-
capai 68,19 persen, pemberda-
yaan warga (11,84 persen), pem-
binaan kemasyarakatan (13,17
persen), penyelenggara desa
(6,33 persen), dan penanggu-
langan bencana (048 persen).

Ketika fokus pemberdayaan
warga, diharapkan semua desa
memiliki BUMDes. BUMDes
akan membuka lapangan pe-
kerjaan, menghidupkan aktivi-
tas ekonomi, dan menambah
pendapatan asli desa sehingga
saat transfer dana desa ber-
akhir, desa sudah mandiri.

Di Provinsi Aceh, alokasi da-
na desa untuk 6497 desa pada

2015-2020 mencapai Rp 24,9
triliun. Selain dana desa, Aceh
juga mendapat dana otonomi
khusus 2015-2020 sebesar Rp
475 triliun.

Jumlah penduduk miskin
Aceh pun turun dari 17,11 per-
sen pada September 2015 men-
jadi 1501 persen pada Septem-
ber 2019. Meski demikian, Aceh
masih menjadi provinsi berpen-
duduk miskin tertinggi di Pulau
Sumatera dan nomor enam di
tingkat nasional.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Gampong Aceh
Azhari Hasan menuturkan, se-
bagian besar desa memiliki
BUMDes, tetapi masih sedikit
yang mandiri dan menghasil-
kan pendapatan asli desa.

Salah satu contoh BUMDes
yang sukses adalah milik Desa
Balee Hakim Bujang, Kecamat-
an Lut Tawar, Kabupaten Aceh
Tengah. Desa ini mengelola ob-
yek wisata konservasi dan me-
ngumpulkan pendapatan asli
desa Rp 400 juta per tahun.

Keberpihakan pemda

Dalam pelantikan pengurus
Asosiasi Perangkat Desa Selu-
ruh Indonesia (Apdesi) Jawa
Barat, di Bandung, Gubernur
Jabar Ridwan Kamil mengajak
pemimpin desa bekerja sama
membangun desa inovatif. Ap-
desi Jabar diharapkan jadi wa-
dah komunikasi dan koordinasi
5.300 desa di Jabar.

Ridwan memaparkan, seta-
hun awal dia memimpin sudah
tidak ada desa berstatus ter-
tinggal di Jabar. Bahkan, jumlah
desa mandiri bertambah dari 37
desa menjadi 98 desa.

Ketua Umum Apdesi Sinda-
wa Tarang menuturkan, keber-
pihakan pemda menjadi poin
penting dalam pembangunan
desa. "Kalau desa maju, negara
akan maju. Indonesia menjadi
negara sejahtera. Tidak ada lagi
desa berstatus tertinggal, ini sa-
ja sudah luar biasa,” tuturnya.

(AIN/RTG)

INFRASTRUKTUR DASAR CUKUP, KINI
FOKUS USAHA PRODUKTIF

Pembangunan infrastruktur dan
pengembangan ekonomi makro
seharusnya memiliki hubungan timbal
balik, karena pembangunan
infrastruktur menimbulkan ekspansi
ekonomi melalui efek multiplier.
Sementara ekspansi ekonomi
menimbulkan kebutuhan untuk
memperluas infrastruktur yang ada,
untuk menyerap makin besarnya aliran
barang dan orang yang beredar atau
bersirkulasi di seluruh perekonomian.
Namun, kalau infrastrukturnya tidak
dapat menyerap peningkatan kegiatan
ekonomi (dan tidak cukup banyak
infrastruktur baru yang dikembangkan)
maka akan terjadi masalah -- mirip
dengan arteri yang tersumbat dalam
tubuh manusia, yang menyebabkan
kondisi bahaya yang mengancam
kehidupan karena darahnya tidak bisa
mengalir.
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